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BAB III 

PENUTUP 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

Proses pendaftaran Hak Tanggungan (HT) melalui sistem Hak Tanggungan 

elektronik (HT-el) di Kabupaten Sumba barat telah dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara 

Elektronik, khususnya pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 16, dilihat berdasarkan 

tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan tersebut adalah 

dengan diterbitkan sertifikat HT-el sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 

terbukti 18 permohonan dan kemudian diproses serta diterbitkan sertipikat HT-el. 

Pelaksanaan tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni: tahap pertama yakni 

pengecekan sertipikat, tahap kedua yakni pemeriksaan Berkas yang telah diunggah 

saat pengecekan sertipikat, tahap ketiga yakni proses pendaftaran hak tanggungan 

melalui sistem HT-el, tahap keempat yakni Pemeriksaan Berkas HT-el yang telah 

diunggah oleh PPAT dan kreditur, tahap kelima adalah penerbitan sertipikat hak 

tanggungan secara elektronik. 

Pada proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik juga terdapat 

kendala-kendala. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 
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Sumba Barat adalah berkaitan dengan kesalahan unggah dari pihak PPAT/pemohon, 

kesalahan penulisan di akta hak tanggungan, dan kendala yang paling mendasar 

adalah berkaitan dengan permasalahan sistem dan jaringan. Kendala yang dihadapi 

oleh PPAT adalah jaringan dan gangguan sistem atau aplikasi, terdapat juga masalah 

yang berkaitan dengan data debitur seperti nomor KTP yang tidak terdaftar di 

Dukcapil. Kendala yang dihadapi pihak Bank berkaitan dengan sistem atau jaringan 

karena tidak jarang terjadi sistem down. Kendala lain termasuk keterlambatan 

debitur dalam menyerahkan berkas, yang menghambat pendaftaran hak tanggungan 

secara elektronik. 

B. SARAN 

 

Pihak penyelenggara pendaftaran hak tanggungan secara online yakni Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sumba Barat harus selalu memperhatikan dan melakukan 

pengecekan secara berkala terhadap jaringan, dan sistem atau aplikasi sehingga 

dapat meminimalisir kendala terkait jaringan, dan sistem atau aplikasi. Pihak PPAT 

dan bank juga harus selalu memberikan pemahaman kepada para debitur terkait 

berkas-berkas yang harus dikumpulkan. 
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